
 
 
 
 

BUPATI NUNUKAN 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI NUNUKAN 
NOMOR    14   TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016 

 
BUPATI NUNUKAN, 

 
Menimbang  : a. bahwa dengan adanya program dan kegiatan yang 

didanai dari sumber dana Transfer ke Daerah dan 

Bantuan Keuangan yang sudah jelas  peruntukannya,  
serta adanya Kegiatan mendesak lainnya, maka perlu 
untuk melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Nunukan Nomor 41 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016; 
  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor  13 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Aggaran 2016, bahwa apabila terjadi 

pergeseran anggaran maka dilakukan dengan cara 
merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nunukan 
Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015; 

 
Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

 



 

2. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3962); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 

 

 

 



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan   (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nomor 5601) 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas  Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

18. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

 

 

 

 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 

2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2016; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 

04); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 

4); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun 2015 Nomor 15); 

28. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan 

Tahun 2015 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nunukan Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Peruahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 

Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 
2016 Nomor 3); 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



MEMUTUSKAN :  
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 
NUNUKAN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG  

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

 
Pasal 1 

 
Beberapa Ketentuan, dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 Tahun 
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Bupati Nunukan 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan 

Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun 2016 Nomor 3), diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan sebagian lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
diubah dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

  

2. Ketentuan sebagian lampiran II tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016  diubah dengan 
Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Nunukan.  

Ditetapkan di Nunukan 
pada tanggal 19 Agustus 2016 
 
 

 

BUPATI NUNUKAN, 

              ttd 

  ASMIN LAURA HAFID 
 

Diundangkan di Nunukan 
pada tanggal 19 Agustus 2016 
 
 

 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 
 

ttd 
 

            TOMMY HARUN 
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR  14 
 


